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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor
53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap
akhir tahun anggaran. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian
tujuan strategis dan penggunaan anggaran, serta berbasis pada Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk mencapai visi dan misi Direktorat

Jenderal Pajak.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak maka disusun
Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Madya
Malang. Penyusunan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang merupakan hasil cascading dari Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pajak yang telah dituangkan dalam Kontrak kinerja pada masing - masing
unit eselon lll. Walaupun terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya,
seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang senantiasa
berpedoman pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Core Values ASN ber-AKHLAK

sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Penyusunan LAKIN bertujuan sebagai alat pengendali dan pendorong peningkatan
kinerja organisasi, yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif
serta mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Pajak, menuju tercapainya good governance dan transparansi dalam pertanggungjawaban

kepada masyarakat.

Malang, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang,

Muhammad Sukri Subki



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah, Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang bertugas menghimpun penerimaan perpajakan dan melaksanakan
administrasi perpajakan di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Ill. Untuk mewujudkan visi
Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk
Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian
Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian
Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan", Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Tercapainya target penerimaan pajak;

b. Mewujudkan pelayanan prima;

c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;

d. Meningkatkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

2. Sasaran
a. Tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024;
b. Tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
c. Terwujudnya pelayanan prima;
d. Bertambahnya potensi penerimaan;
e

. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional.

Keberhasilan maupun kendala dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN).

Dari total target penerimaan tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp
24.616.964.636.000,- realisasi penerimaan yang tercapai adalah sebesar Rp
24.630.924.213.812,- atau sebesar 100,06%.



WILAYAH KERJA KPP MADYA MALANG

Kab. Nganjuk ?;‘; Pasuruan Kota. Probolinggo
41
Kota. Pasuruan

30
37 Kab. Probolinggo
32

Kota. Batu
14

Kab. Situbendo
35

Kota. Kediri
139

Kab. Kediri

159 Kab. Bondoweso

15

Kab. Trengalek *1(;: Banyuwangi

1"

Kota. Blitar
32

Kota. Malang

461
Kab. Malang
Kab. Blitar 378 Kab. Jember

o 165

Kab. Lumajang
Kab. Tulungagung
83

7

Wajib Pajak KPP Madya Malang berjumlah 2.813 WP Aktif yang terdiri dari 2.441 WP
Badan dan 372 WP Orang Pribadi. Pada wilayah kerja KPP Madya Malang sendiri terdapat
2.147 WP Aktif yang terdiri dari 1.786 WP Badan dan 361 WP Orang Pribadi. Sedangkan
Wajib Pajak di luar wilayah KPP Madya Malang sendiri terdapat 186 WP Aktif yang terdiri dari
181 WP Badan dan 5 WP Orang Pribadi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sebagai instansi vertikal yang
mengadministrasikan Wajib Pajak Perorangan (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP
Badan) Strategis dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP

Jawa Timur Ill.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak
Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan Pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

b) edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;

c) pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Waijib Pajak;

d) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

e) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Waijib

Pajak maupun masyarakat;
f) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

g) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk

layanan perpajakan;
h) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

i) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal
dan eksternal;

j) pemutakhiran basis data perpajakan;
k) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
[) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

m) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
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n) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
0) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
p) pelaksanaan administrasi kantor.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan utama,
yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Program ini dijabarkan dalam
rencana strategis dan dirinci lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan, yang

memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dipimpin oleh Kepala Kantor yang
membawahi 9 (sembilan) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepatuhan Internal, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Kelompok Jabatan
Fungsional Penyuluh Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak dengan

tugas sebagai berikut:
1. Seksi Pelayanan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam
rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib
Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan
edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan,
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut,
dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat
lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta
melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan
melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum

dan produk layanan perpajakan.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam
rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan,
penyadian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,
pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data
yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan
data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data,
penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan
pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan
monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan

produk pengolahan data perpajakan.
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3. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam
rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan
pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud,
pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak,
serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan
administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk

pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

4. Seksi Pengawasan |, Seksi Pengawasan IlI, Seksi Pengawasan Ill, Seksi

Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan
pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan
perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan
tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek
dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi,
pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan
tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak,
pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta
melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum
dan produk pengawasan perpajakan.

5. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,
rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian
intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan,
penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan

teknis pelaksanaan tugas kantor.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas untuk
melakukan kegiatan pemeriksaan pajak, Kelompok Jabatan Fungsional Penilai
Pajak dan Asisten Penilai Pajak mempunyai tugas mempunyai tugas menilai
dan mengelola objek PBB sektor P3 melalui kegiatan pemetaan objek PBB
P3 dan pertumbuhan pokok ketetapan PBB sektor P3. Kelompok Jabatan
Fungsional ini berada di bawah Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak
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mempunyai fungsi edukasi pajak. Kelompok Jabatan Fungsional ini berada

dibawah Seksi Pelayanan.

Bagan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sebagai berikut:

Kepala Kantor
Muhammad Sukn
Subki

S}

Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal Kelompok Jabatan
Erdiansyah Eko Fungsional
Susanto
Seksi Pemeriksaan - i N
Seksl Polayanan Fentaian, dan S st I T o R sl o
Ida Heryanie Penagihan Al Khusaeri Tambun.-an-
Mujiburrokhman

Seksi Penjaminan Seksi Pengawasan Seksi Pengawasan Seksi Pengawasan
Kualitas Data 1 1 v
Sukirman Widodo Santosa Ali Achmaduddin Ichtiar Rachmatullah

B. MANDAT YANG DIBERIKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
DAN ORGANITATION STRATEGIC ISSUED

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sebagai instansi vertikal di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Ill.

Untuk tahun anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang diberi tugas
untuk mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp 24.616.964.636.000,- dan dapat
direalisasikan sebesar Rp 24.630.924.213.812,- atau sebesar 100,06% dari rencana

penerimaan yang ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas menjaga penerimaan, Kantor Pelayanan Pajak Madya
Malang menghadapi beberapa isu utama, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan masih rendah;

2. Masyarakat kurang memahami teknologi berbasis informasi yang saat ini digunakan
dalam sistem perpajakan;

3. Diperlukan waktu tambahan untuk memberikan penyuluhan perpajakan karena
luasnya wilayah kerja dan Waijib Pajak yang masih awam terhadap teknologi maupun
kewajiban perpajakan, sehingga banyak waktu tersita dari pelaksanaan tugas
lainnya.



C. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang terdiri

dari 1 orang kepala kantor, dengan 1 orang kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan

Internal, 9 orang Kepala Seksi, 6 Orang Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak, 24

Fungsional Pemeriksa Pajak, 5 Fungsional Penyuluh Pajak, 1 Fungsional Penilai Pajak,

41 Account representative, dan 34 Pelaksana, dengan perincian sebagai berikut:
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA
Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang merupakan salah satu unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dituntut untuk dapat memberikan
pelayanan prima kepada Wajib Pajak sesuai tugas dan fungsinya.

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sebagai
instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur lll sesuai visi Direktorat Jenderal
Pajak adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun
penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien,
efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian
Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian
Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Hal ini menegaskan bahwa
Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang ingin menjadi institusi pemerintah yang lebih baik
dari institusi lain dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain itu terdapat misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum
yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi
yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional,
dan bermotivasi.

Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang
ingin menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern berbasis pada teknologi
tetapi tetap berpedoman pada Undang-Undang perpajakan sehingga memberikan keadilan
pada Waijib Pajak dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kemakmuran masyarakat.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal yang berupa pemanfaatan
yang dimiliki untuk mendapatkan peluang maka diperoleh faktor penentu keberhasilan,
yaitu:

1. Peraturan perpajakan yang kondusif yang dapat mencakup seluruh kegiatan

seiring dengan perkembangan dunia usaha;



2. Sumber daya manusia profesional yang dapat beradaptasi dengan

perkembangan teknologi.

Analisa melalui pemanfaatan peluang untuk menutupi kelemahan, maka didapat
faktor penentu keberhasilan, yaitu berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi. Sedangkan Analisa pemanfaatan kekuatan untuk menekan
ancaman didapatkan faktor penentu keberhasilan adalah sumber daya manusia yang
profesional. Dengan memperhatikan ancaman dan kelemahan yang ada diharapkan dapat
menunjang peningkatan pelayanan yang berbasis online system.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang menjadi faktor kunci penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sistem informasi perpajakan yang handal;

2. Peraturan perpajakan yang kondusif dengan dunia usaha;

3. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang, yaitu:

1. Merealisasikan penerimaan pajak;

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
Meningkatkan pelayanan prima;

Meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak;
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

A T A

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:
Tercapainya target penerimaan 2024;
Tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
Terwujudnya pelayanan prima;

Bertambahnya potensi penerimaan;

IS

Terwujudnya sumber daya manusia yang professional.

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diperlukan
penjabaran sasaran yang ingin dicapai dalam satu tahun. Perwujudan hal tersebut adalah
dengan serangkaian kebijakan dan penyusunan program. Untuk tahun 2024 Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana;

2. Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak;

3. Menerapkan Kode Etik Pegawai; dan

4

Mengamankan penerimaan pajak.



Rencana Kinerja Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang

dalam Matriks Rencana Kinerja Kegiatan 2024 untuk menunjang masing- masing program

di atas adalah:

1.

10.

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1.1 Persentase realisasi penerimaan pajak;

1.2 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas;

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2.1 Persentase realisasi  penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM);

2.2 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3.1 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM);

Edukasi dan pelayanan yang efektif

4.1 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
4.2 Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;

Pengawasan pengawasan pembayaran masa

5.1 Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis;

Pengawasan kepatuhan material yang efektif

6.1 Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan WP Strategis;

6.2 Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;

6.3 Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Penegakan hukum yang efektif

7.1 Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;

7.2 Tingkat efektivitas penagihan;

7.3 Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Data dan informasi yang berkualitas

8.1 Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan;
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9.1 Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9.2 Indeks Penilaian Integritas Unit

9.3 Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10.1 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran;



B. KONTRAK KINERJA

Berikut Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Tahun 2024

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Penerimaan Negara dari Sektor 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100%
Pajak yang Optimal 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 100
perencanaan kas
2 | Kepatuhan tahun berjalan yang 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
tinggi dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 100%
(PPM)
02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan| 100%
dan Orang Pribadi
3 | Kepatuhan tahun sebelumnya 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
yang tinggi dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 100%
(PKM)
4 | Edukasi dan pelayanan yang 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor
efektif dan bayar atas kegiatan edukasi dan 74%
penyuluhan
04b-N Indeks kepuasan pelayanan dan
o 100
efektivitas penyuluhan
5 | Pengawasan Pembayaran Masa 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran 90%
Yang Efektif masa WP Strategis °
6 | Pengujian kepatuhan material yang | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan
efektif penjelasan atas data dan/atau keterangan WP 100%
Strategis
06b-N Persentase pemanfaatan data selain o
: 100%
tahun berjalan
06¢c-N Efektivitas Pengelolaan Komite 100%
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu °
7 | Penegakan hukum yang efektif 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 100%
penilaian
07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75%
07c-N Persentase penyampaian usul 100%
Pemeriksaan Bukti Permulaan °
8 | Data dan informasi yang 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan 100%
berkualitas Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan °
9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM | 09a-N Tingkat kualitas kompetensi dan 100%
yang adaptif pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM °
09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85
Skala
(
100)
09c-N Indeks efektivitas implementasi 90%
manajemen kinerja dan manajemen risiko
10 | Pengelolaan keuangan yang 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 100
akuntabel anggaran (95,5%)




BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
Kode Bobot Indeks
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Target Realisasi | Polarisasi | V/IC | Bobot IKU

SS/IKU Tertimbang | Capaian

Stakeholder Perspective 30,00%
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,06% Max E/L 26,00% 57,78%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan )

1b-CP S . 100,00 105,89 Max P/L 19,00% 4222%
deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective 20,00%

P Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan :
100,00% 100,06% Max E/L 26,00% 57,78%

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT ‘

2b-CP i g TR 100,00% 120,70% Max P/L 19,00% 42,22%
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan ‘

3a-CP 100,00% 100,10% Max E/M | 21,00% 100,00%

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Intermal Process Perspective
Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan

edukasi dan penyuluhan

74,00%

88,80%

E/M

21,00%

25,00%

50,00%

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data

100,00%

90,00%

105,37%

120,00%

14,00%

21,00%

100,00%

50,00%

Penegakan hukum yang efektif

6a-CP ) . 100,00% 120,00% Max P/M 14,00% 33,33%
dan/atau keterangan WP Strategis

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00% Max P/M 14,00% 33,33%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

6¢-N 100,00% 98,13% Max P/M 14,00% 33,33% 98,13
tepat waktu

7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% 14,00% 26,92%
7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 104,82% Max P/L 19,00% 36,54%
7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100,00% 300,00% Max P/L 19,00% 36,54%
8 Data dan informasi yang berkualitas
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi ‘
8a-CP 100,00% 120,00% Max P/M 14,00% 100,00%
Alat Keterangan
Leaming & Growth Perspective 25,00%
] Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan ‘
9a-N f 100,00 117,35 Max P/M 14,00% 33,33%
kebintalan SDM
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 96,48 Max P/M 14,00% 33,33%
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan ‘
9¢-N . L 90,00 99,81 Max P/M 14,00% 33,33%
manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00 14,00% 100,00%

Nilai Kinerja Organisasi

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB
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2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Kode Sasaran Strategis/ Bobot
$S/IKU Indik Kinerja Utama Target Realisasi Polarisasi | V/C | Bobot IKU Tertimbang Indeks Capaian

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP__|Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 101,13% Max E/L 26% 50,00%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
1b-CP pe P ' P3) 100,00 115,75 Max E/L 26% 50,00%

deviasi proyeksi perencanaan kas

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

2a-CP 100,00% 100,19% Max P/L 19% 42,22%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
2b-CP 100,00% 100,69% Max ENL 26% 57,78%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

3 Kepatuhan tahun sebel ya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian

3a-CP | 100,00% 107,48% Max E/M 21% 100,00%
Kepatuhan Material (PKM)
Pro o
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
43-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 70,00% 84,00% Max P/M 14% 40,00%

edukasi dan penyuluhan
4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 81,00 82,07 Max E/M 21% 60,00%

5 Pengav p y masa yang efektif

Sa-CP |Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 90,00% 120,00% Max P/M 14% 100,00%
3 Pengujian kepatuh il yang efektif
Py lesai i I
6a-CP ersentase penyelesaian permmt'aan penjelasan atas data 100, 165,19% Max /M 14% 50,
dan/atau keterangan WP Strategis
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00% Max P/M 14% 50,00%
7 Penegakan hukum yang efektif
7a-CP__ |Tingkat efektivitas pemeriksaan 80,00% 105,97% Max P/M 14% 26,92%
7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 103,27% Max P/L 19% 36,54%
Py indak lanj I ik i kegi
76N ersentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan 80, 97,30% Max P/ 19% 36,54%
pengawasan 00%
8 Data dan informasi yang berkualitas
8a-N Persentase penyelesaian laporan pengamatan 100,00% 167,00% Max P/M 14% 100,00%
p
9 SDM yang kompeten
9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*) 87,00 100 Max P/M 14% 100,00%
10 Organisasi yang berkinerja tinggi
10a-CP |Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 95,64 Max P/M 14% 50,00%
Py fektivi isasi
10b-N erser.nase el gkf:v:tas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan 90, 98,47% Max P/M 18% 50,
Manajemen Risiko
11 tan elolaan n imal 96,51
113-CP |Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 96,51 Max P/M 14% 100,00% 96,51

Nilai Kinerja Organisasi

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor
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3. PENJELASAN KINERJA PER IKU
I. Stakeholder Perspective
Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak yang Optimal
1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 $1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 19% 46% 46% 74% 74% 100% 100%
Realisasi| 2411% | 48,82% | 48,82% | 65,12% [65,12% |100,06% | 100,06%
Capaian [120,00% |106,13% |106,13% | 88,00% |88,00% |100,06% | 100,06%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025
Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;

serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
Definisi IKU

"Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat
Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata
uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan
perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang
didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana

Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
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Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP
yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP
lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun
diadministrasikan di KPP baru."

Formula IKU
Realisasi penerimaan pajak / Target penerimaan pajak x 100%
Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang sebesar Rp24.630.924.213.812,- atau sebesar
100,06% dari target yang ditetapkan, atau mengalami kenaikan sebesar 4,71%
dari  realisasi tahun 2023

Jenis Pajak Dominan

Jenis Pajak Pertumbuhan 2023 B Pertumbuhan 2024
R 17,588,294,012,891 = Jsom
PPh Pasal 25/29 Badan 2’?75'51?'516;’1';; 2352 N g
PPN Impor 1’339’215'351'21; 3% Il 5.14%
PPh Pasal 21 312'341'352;:; == ugjg:%
PPh Pasal 22 Impor i 443'599'44‘1';21 “10:38% B s.08%
PPh Pasal 23 | 353'50?'1?91'2; il I .57
PPh Final & FLN 259'“?'9281'225; 5 -11.07%
PPh Pasal 25/29 OP 153'404'502.1:535 s I 27.12%
Pajak Lainnya 329355'23?21; S | U
e 24,630,024,213,812 | B 0 a0 ‘
-

Sumber : Olahan dari Aplikasi Portal DJP tanggal 8 Januari 2025 (pertumbuhan tidak
memperhitungkan penyesuaian WP pindah)

Pada Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024, Jenis Pajak yang
berkontribusi paling besar adalah PPN Dalam Negeri, berkontribusi 71,41%
dengan jumlah Rp17,588 triliun. Disusul oleh PPh Pasal 25/29 Badan yang
berkontribusi 11,27% dengan jumlah Rp2,775 ftriliun, PPN Impor berkontribusi
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2)

3)

7,67% dengan jumlah Rp1,889 triliun, PPh Pasal 21 yang berkontribusi 3,30%
dengan jumlah Rp0,812 triliun, PPh Pasal 22 Impor yang berkontribusi 1,80%
dengan jumlah Rp0,443 triliun, PPh Pasal 23 yang berkontribusi 1,50% dengan
jumlah Rp0,368 triliun, PPh Final yang berkontribusi 1,05% dengan jumlah
Rp0,259 triliun, PPh Pasal 25/29 OP yang berkontribusi 0,66% dengan jumlah
Rp0,163 triliun dan yang terakhir adalah Pajak Lainnya yang berkontribusi 1,34%
dengan jumlah Rp0,329 triliun.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Realisasi 103,27 101,08 103,82 101,13 100,06
Penerimaan Pajak

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024
menurun dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Penurunan capaian
penerimaan pajak pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
penurunan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp182.577.783.604 dibandingkan tahun 2023,
peningkatan restitusi sebesar 6,18% dibandingkan tahun 2023, serta penurunan

penerimaan dari 5 Wajib Pajak terbesar pada tahun 2023.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)
dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun TargetTahun  Target Realisasi

Nama IKU
2024 Renstra 2024 RPJMN Tahun 2024
DJP pada PK
Persentase Realisasi 100% - 100% 100,06

Penerimaan Pajak

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 22 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan
pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga
melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember

2024 diantaranya:
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4)

5)

6)

¢ Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
e Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

o Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS dan

penyesuaian tarif PPN
e Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional
Nama IKU Target Tahun  Standar Nasional Realisasi Tahun
2024 (APBN) 2024
Persentase Realisasi 100% 100% 100,06

Penerimaan Pajak

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 22 Januari 2025

Penerimaan pajak hingga akhir Desember 2024 berhasil melampaui target yang
ditetapkan, didukung oleh pertumbuhan positif pada jenis pajak utama. Peningkatan
kinerja PPN Dalam Negeri diantaranya disebabkan meningkatnya konsumsi
masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP yang
menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% juga berkontribusi terhadap kinerja PPN
Dalam Negeri.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Madya Malang senantiasa berkomitmen dalam melakukan pengawasan
terhadap Wajib Pajak sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), yang
meliputi DPP Rekomendasi maupun DPP Mandatori, dalam upaya untuk mencapai
target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Pengawasan Wajib Pajak disini
mencakup Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) serta Pengujian Kepatuhan
Material (PKM).Namun demikian. meskipun target penerimaan pajak tahun 2024
berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024,

antara lain:

e Penurunan PPh Pasal 25/29 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya
e Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
e Serta penurunan penerimaan dari beberapa Wajib Pajak dengan

pembayaran terbesar di tahun sebelumnya

Rencana aksi tahun selanjutnya
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Berikut adalah rencana aksi untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak KPP
Madya Malang di tahun 2025:

e Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPt) dan menerbitkan Surat
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang lengkap

dan menyeluruh.

e Memberikan bimbingan dan konseling yang mendalam kepada Wajib Pajak

untuk meningkatkan kepatuhan.

e Mengadakan kegiatan konsultasi dan penyuluhan untuk meningkatkan

pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.
o Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penagihan secara efektif dan efisien.

o Melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak dengan cara yang tepat dan

efisien untuk memastikan kepatuhan dan penerimaan pajak yang optimal.

1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi

Perencanaan Kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 $1 Q3 sdQ3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi (112,73(102,90(102,90( 105,33 | 105,33|105,89| 105,89
Capaian |112,73|102,90|102,90| 105,33 | 105,33 (105,89 | 105,89

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;

serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
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Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua
komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar
60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.
Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan
adalah maksimal 120%. Sedangkan Deviasi akurasi perencanaan penerimaan
kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan.
Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas,
dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam
satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali.
Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok
keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM
menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan

pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas terdiri dari: 1. Rencana penerimaan kas adalah rencana
penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah,
pembiayaan; 2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas
(cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi
antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu
waktu tertentu < 8%. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah
deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-

masing.
Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan

penerimaan kas)
Realisasi IKU

Realisasi Pertumbuhan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 105,89% atau lebih tinggi 5,89% dari
target yang ditetapkan. Peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan

optimalisasi sistem perpajakan turut berkontribusi terhadap capaian realisasi
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Pertumbuhan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun  Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks realisasi pertumbuhan Data Data Data 115,75 105,89
penerimaan pajak bruto dan deviasi tidak tidak tidak
proyeksi perencanaan kas tersedia tersedia tersedia

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Pajak Bruto dan Deviasi

Proyeksi Perencanaan Kas pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun

sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

beberapa pembayaran bukan merupakan pembayaran rutin, sehingga deviasi

prognosa diatas 4%, dinamisnya kegiatan WP dan WP belum dapat memberikan

prognosa penerimaan yang akurat pada tanggal 15 untuk prognosa sampai akhir

bulan, dan terdapat beberapa WP yang melakukan penundaan pembayaran.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian indeks

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan

kas melebihi target yang telah ditentukan, antara lain:

Mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan mereka
tentang kewajiban perpajakan mereka, memastikan bahwa Wajib Pajak

melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

Melaksanakan In House Training (IHT) dan bimbingan teknis untuk
mengidentifikasi potensi pajak di berbagai sektor. Hal ini membantu dalam
menggali potensi pajak yang belum tersentuh dan meningkatkan basis pajak

secara menyeluruh.
Melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa

Melakukan analisis terhadap profil Wajib Pajak dan menggelar perkara untuk
mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Hal ini

memungkinkan KPP Madya Malang mengambil tindakan yang tepat dan cepat.

Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

(SP2DK) untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak
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mereka. Hal ini membantu dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan dan
meningkatkan penerimaan pajak.

Memberikan layanan konseling kepada Wajib Pajak untuk lebih membantu
Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakan, serta memberikan panduan dan

bantuan dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan.

Mengidentifikasi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak secara tidak
rutin dan memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa Wajib Pajak

mematuhi kewajiban pembayaran pajak secara konsisten.

Melakukan pemetaan dan perhitungan atas pembayaran pajak yang ditunda
untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut dilakukan pada bulan

berikutnya, sehingga tidak ada kekurangan dalam penerimaan pajak.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah berbagai rencana aksi untuk periode tahun 2025 :

Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPt) dan menerbitkan Surat
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara
menyeluruh dan detail, yang membantu dalam identifikasi potensi pajak yang

belum tergarap dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Memberikan bimbingan dan konseling intensif kepada Wajib Pajak untuk
meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang kewajiban
perpajakan serta membantu mereka memenuhi kewajiban tersebut secara

tepat waktu dan benar.

Melaksanakan berbagai kegiatan konsultasi dan penyuluhan yang bertujuan
untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada Wajib Pajak
mengenai sistem perpajakan, perubahan kebijakan, dan kewajiban mereka,

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Melakukan Perhitungan Mendetail atas Penerimaan dengan Cara Membuat
Daftar Perhitungan Prognosa Penerimaan per Waijib Pajak per Jenis Pajak per
Bulan per PPM PKM

Melakukan Koordinasi dengan Seksi Pengawasan atas Wajib Pajak yang

Pembayarannya di Atas Rp1 Miliar

Membuat Tabel Isian untuk AR agar Dapat Mengisi Prognosa Penerimaan atas

Wajib Pajak yang Pembayarannya di Atas Rp1 Miliar
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¢ Melakukan Perhitungan Peluang Realisasi atas PKM

Il. Customer Perspective
Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 S$1 Q3 sd.Q3 Q4 Y
Target 19% 46% 46% 74% 74% 100% 100%
Realisasi |25,33% |50,33% |50,33% (68,15% (68,15% |100,05% | 100,05%
Capaian 120,00 | 109,41 | 109,41 | 92,09 | 92,09 (100,05% | 100,05%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025
Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian

penerimaan pajak yang optimal.
Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan

dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota
dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase
Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota

dinas Direktur Jenderal Pajak.

20



Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM / Target penerimaan pajak dari
kegiatan PPM x 100%

Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp23.640.259.261.133 atau
sebesar 100,14% dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp23.627.636.543.
Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien dapat
dijalankan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sehingga
Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

(PPM) dapat melampaui target.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun  Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak Data 101,28 102,89 100,69 100,06
dari kegiatan Pengawasan Pembayaran tidak
Masa (PPM) tersedia

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 menurun dibandingkan 3
tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah
satunya penurunan kegiatan ekonomi wajib penentu KPP Madya Malang di sektor-

sektor tertentu, seperti penurunan produksi Industri Hasil Tembakau.
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) melebihi target yang telah ditentukan. Beberapa langkah konkret

yang diambil antara lain:

o KPP Madya Malang senantiasa mengirimkan surat himbauan kepada Wajib
Pajak untuk mengingatkan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan Wajib
Pajak. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Waijib Pajak

melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, serta meningkatkan kepatuhan
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Waijib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Mengadakan In House Training (IHT) dan bimbingan teknis khusus untuk
mengidentifikasi dan menggali potensi pajak di berbagai sektor. Dengan
pendekatan ini, potensi pajak dari sektor-sektor yang mungkin belum
teroptimalkan dapat diidentifikasi dan diatasi, sehingga penerimaan pajak

secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembayaran pajak dalam
periode tertentu. Pengawasan ini melibatkan pemantauan secara rutin untuk

memastikan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran.

Bedah Profil dan Gelar Perkara Wajib Pajak dengan melakukan analisis
menyeluruh terhadap profil Wajib Pajak dan menggelar perkara untuk
mengidentifikasi area-area di mana Wajib Pajak mungkin belum memenuhi

kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

(SP2DK) dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Material

Memberikan layanan konseling kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib
Pajak memahami kewajiban perpajakan serta memberikan panduan dalam
menyelesaikan permasalahan perpajakan yang mungkin Wajib Pajak hadapi.
Konseling ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan Waijib Pajak.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah berbagai rencana aksi untuk periode tahun 2025 :

KPP Madya Malang akan meningkatkan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHPt) dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(SP2DK) sehingga menghasilkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang komprehensif sebagai salah satu
upaya Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang berkontribusi mendukung

penerimaan pajak.

Memberikan bimbingan dan konseling intensif kepada Wajib Pajak. KPP
Madya Malang akan terus menyediakan layanan konsultasi pribadi, baik
secara tatap muka maupun melalui media daring, agar Wajib Pajak merasa
terbantu dan lebih terlibat dalam proses perpajakan. Dengan adanya

konseling, diharapkan tingkat kepatuhan dan keakuratan pelaporan
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perpajakan dapat meningkat.

¢ Mengadakan berbagai kegiatan konsultasi dan penyuluhan yang bertujuan
untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada Wajib Pajak
mengenai sistem perpajakan yang berlaku, perubahan kebijakan perpajakan,

dan pemahaman atas kewajiban perpajakan.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 $1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%

Realisasi 72,99% |115,38% | 115,38% | 120,33% | 120,33% | 120,70% | 120,70%

Capaian 120,00 | 120,00 | 120,00 120,00 120,00 | 120,00% | 120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025
Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian

penerimaan pajak yang optimal.
Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP
Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP
Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan

memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau
bagian tahun pajak, yang meliputi: SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan
oleh Badan; SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib
SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan
dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan
PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun
2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
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Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan
status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation,
cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP
Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif,
dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana

dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal
3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah
sebagai berikut: atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun
2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target
Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan
pembobotan 1,2; atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu
dan/atau selain oleh Waijib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk
dalam target Waijib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit
Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
berdasarkan jumlah WP Waijib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan
Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh
pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain
Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan

Penilaian.

Formula IKU

disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) waktu oleh WP wajib SPT

[ (1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat ]
X 100%

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023

Realisasi IKU

Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang mendapatkan target
penyampaian SPT Tahunan sebanyak 1.537 SPT, sampai dengan 31 Desember
2024 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis yang
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dilaporkan sebanyak 1.565 SPT atau sebesar 120,70%. Jumlah SPT Tahunan
yang masuk dapat melampaui target dikarekan strategi penyuluhan dan
pengawasan pelaporan SPT sudah berjalan mulai dari awal hingga akhir tahun

dan berjalan dengan efektif.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan 100,55 100,19 99,94 100,19 120
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami
kenaikan tertinggi dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut

disebabkan telah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi melebihi target yang telah ditentukan. Beberapa

langkah konkret yang diambil antara lain:

o KPP Madya Malang menyediakan layanan konseling intensif kepada Wajib
Pajak, baik Wajib Pajak badan maupun orang pribadi, untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pentingnya menyampaikan

SPT Tahunan secara tepat waktu dan benar.

¢ Mengadakan kegiatan Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan yang bertujuan
untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai proses
pelaporan SPT Tahunan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui
berbagai media, baik secara tatap muka maupun daring, untuk mencapai
target peserta penyuluhan yang lebih luas. Sosialisasi ini mencakup panduan
langkah demi langkah dalam pelaporan SPT, penjelasan mengenai perubahan
peraturan perpajakan, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum

seputar pelaporan SPT dari Wajib Pajak.
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Menyediakan layanan helpdesk Pelaporan SPT Tahunan secara luar jaringan
yang dapat diakses secara langsung oleh Wajib Pajak untuk membantu
mereka dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Layanan ini memungkinkan
Wajib Pajak mendapatkan bantuan teknis, penjelasan mengenai masalah
yang dihadapi, dan solusi cepat untuk mengatasi kendala yang muncul

selama proses pelaporan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk mendukung tercapainya target Persentase capaian tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun

2025, KPP Madya Malang telah merancang sejumlah rencana aksi yang

komprehensif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan Waijib Pajak, serta memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban

perpajakan dengan tepat waktu dan benar. Berikut adalah rencana aksinya:

KPP Madya Malang akan terus menyediakan layanan konseling intensif
kepada Wajib Pajak. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan
personal dan mendalam kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan

mereka.

Mengadakan kegiatan Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan secara rutin yang
bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai
proses pelaporan SPT Tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai

media, baik secara tatap muka maupun daring.

Menyediakan layanan Helpdesk Pelaporan SPT Tahunan Secara Luring yang
dapat diakses secara langsung oleh Wajib Pajak untuk membantu mereka

dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti konsultan pajak, asosiasi
bisnis, dan berbagain instansi pemerintahan, untuk memberikan edukasi
kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan. Kolaborasi
ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan memberikan Waijib

Pajak akses terhadap sumber daya yang lebih luas.

Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak
yang tidak patuh. Hal ini termasuk penerbitan Surat Teguran, dan tindakan
hukum lainnya bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
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Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari

ketidakpatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian

Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 $1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Realisasi | 12,35% | 26,73% | 26,73% | 28,14% | 28,14% |100,14% |100,10%

Capaian | 49,40 | 53,46 | 53,46 37,25 37,25 | 100,14 | 100,10

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025
Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak
lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum

atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan
dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota
dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase
Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota

dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU
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Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM / Target penerimaan pajak dari
kegiatan PKM x 100%

Realisasi IKU

Sampai dengan 31 Desember 2024 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp 990.664.952.679 dari target
yang telah ditetapkan sebesar Rp 989.328.093.000 atau sebesar 100,14% dari
target, kegiatan pengawasan yang efektif telah dilakukan sehingga capaian
dapat melampaui target.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak Data 94,19 120 107,48 100,1
dari kegiatan Pengujian Kepatuhan tidak
Material (PKM) tersedia

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain jumlah WP KPP Madya yang tidak mengalami perubahan sejak
SMO (25 Mei 2021) dan sebagian besar Wajib Pajak KPP Madya Malang sudah
dilakukan tindakan pengujian kepatuhan (penggalian potensi dan pemeriksaan),
keterbatasan Data Internal dan Bahan Baku untuk PKM, baik di pengawasan

maupun di pemeriksaan, masih rendahnya Success Rate di PKM.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) melebihi target yang telah ditentukan. Beberapa di antaranya
adalah:

¢ Menerbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan) sebagai upaya untuk mengawasi kepatuhan material wajib pajak.
KPP Madya Malang secara aktif meminta penjelasan atas data dan

keterangan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam rangka memastikan bahwa
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data yang dilaporkan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

e Memberikan bimbingan secara langsung kepada wajib pajak untuk membantu
wajib pajak memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan
memberikan solusi atas pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi.

e Melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha wajib pajak untuk memantau
secara langsung kegiatan usaha dan memberikan edukasi secara tatap muka.
Melalui kunjungan ini, KPP Madya Malang dapat lebih memahami kondisi dan

permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak.
4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut adalah berbagai rencana aksi yang disiapkan untuk mendukung
tercapainya persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM) periode tahun 2025:

e Tahap pertama dalam rencana aksi ini adalah menyusun Daftar Prioritas
Pengawasan. DPP adalah daftar wajib pajak yang dianggap penting untuk
diawasi. Penyusunan DPP dilakukan berdasarkan analisis risiko dan potensi
penerimaan pajak sehingga KPP Madya Malang dapat lebih fokus dan efisien
dalam melakukan pengujian kepatuhan material.

e Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Terpadu (LHPT) dan menerbitkan
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas
DPP.

e Tahap akhir dari rencana aksi ini adalah melakukan konseling atau bimbingan
kepada wajib pajak. Konseling dilakukan untuk memberikan pemahaman yang
lebih baik kepada waijib pajak tentang kewajiban perpajakan dan membantu
Wajib Pajak dalam menyelesaikan masalah yang mungkin saja dihadapi.
Melalui konseling, KPP Madya Malang dapat meningkatkan keikutsertaan
wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang benar dan tepat

waktu.
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lll. Internal Process Perspective
Edukasi Dan Pelayanan yang Efektif

4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi

dan Penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 S$1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%
Realisasi | 60,68% | 86,95% | 86,95% |88,80% | 88,80% | 88,80% | 88,80%
Capaian 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 120 120

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025
Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan
dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan
pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan
yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai

aturan yang berlaku.
Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi
perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun

non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta
meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan
intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta
peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk
paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: Tema | -
Meningkatkan Kesadaran Pajak; Tema Il - Meningkatkan Pengetahuan dan
Keterampilan Pajak; Tema Ill - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui

Perubahan Perilaku.

Sub IKU Kegiatan Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU

ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung
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secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh
melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak
menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan
penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan
penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan
penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan
penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar

rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode
oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan
minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi
Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan
rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat
melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema,

sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan
DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan
dilakukan edukasi perpajakan tema lll, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi
perpajakan tema lll, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk
ditetapkan sebagai DSPT tema Il. Sub IKU Perubahan Perilaku Kriteria
Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema Il adalah sebagai
berikut. 1. Perubahan Perilaku Pelaporan: a. melakukan pelaporan SPT Masa
yang telah jatuh tempo; atau melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah
jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan
materi edukasi yang disampaikan. 2. Perubahan Perilaku Pembayaran: a.
melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh
tempo; b. melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; c.

Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi
Perpajakan Tahun 2024.
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Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor)
+ (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Realisasi IKU

Realisasi persentase perubahan perilaku dalam hal pelaporan dan pembayaran
pajak dari kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai 88,80% dari target 74%.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa penyuluh pajak telah bekerja dengan
sangat baik. Efektivitas dalam memberikan edukasi dan penyuluhan
menghasilkan tingkat pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat

dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase perubahan perilaku lapor Data Data Data 120 120
dan bayar atas kegiatan edukasi dan tidak tidak tidak
penyuluhan tersedia tersedia tersedia

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas
Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan pada tahun 2024 sama dengan tahun
sebelumnya dengan nilai 120. Hal ini disebabkan karena tingginya kesadaran dan

kepatuhan Wajib Pajak.
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian
persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan melebihi target yang telah ditentukan. Beberapa upaya tersebut

meliputi:

o KPP Madya Malang secara aktif mengadakan Penyuluhan Peraturan
Perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam kepada Wajib Pajak. Pengetahuan yang memadai tentang
peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan pemahaman Wajib
Pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam
pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.
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e Selain penyuluhan peraturan perpajakan, KPP Madya Malang juga
memberikan penyuluhan tentang cara melaporkan SPT Tahunan baik secara
daring maupun luring. Penyuluhan ini dirancang untuk memudahkan Wajib
Pajak dalam proses pelaporan SPT, terutama dalam memanfaatkan platform
daring yang lebih cepat dan efisien. Bagi Wajib Pajak yang belum familiar
dengan teknologi, diberikan juga panduan dan dukungan untuk melaporkan

secara luring.

o KPP Madya Malang juga menyediakan layanan Helpdesk Pelaporan SPT
Tahunan Secara Luring untuk membantu Wajib Pajak yang menghadapi
kesulitan dalam pelaporan SPT Tahunan secara langsung. Layanan ini
memungkinkan Waijib Pajak untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan
secara langsung dari petugas pajak, sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan
SPT dengan benar dan tepat waktu.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk mendukung tercapainya persentase perubahan perilaku
lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan periode tahun 2025 yaitu
dengan mengimplementasikan program edukasi dan penyuluhan yang
disesuaikan dengan tema-tema spesifik yang telah ditentukan berdasarkan
analisis kebutuhan. Tema-tema ini dirancang untuk menjawab berbagai
permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 5% 5% 10% 5% 15% 85 100

Realisasi | 6,00% | 6,00% |12,00% | 6,00% | 18,00% [105,37% (105,37%

Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 120 105,37

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025
Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan
dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan

pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan
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yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai
aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif
pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan
stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor

Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan Il diperoleh dari hasil survei yang
dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut. Survei kepuasan pelayanan:
terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi
perpajakan yang dilakukan oleh KPP; Survei efektivitas kehumasan: terkait
pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP
melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja
sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan

Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur: tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; tingkat
efektivitas penyuluhan perpajakan; dan tingkat efektivitas kehumasan
perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar
5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei

terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan diperoleh dari hasil
survey yang dilakukan oleh kantor pusat DJP, hasil survey untuk Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang sebesar 87,37% dari standart yang ditentukan

sebesar 82% sehingga Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas
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Penyuluhan pada Tahun 2024 sebesar 105,37%. Pencapaian ini disebabkan
peningkatan kualitas pelayanan, penerapan prosedur kerja yang lebih efisien,
serta pengembangan sistem teknologi informasi yang mempermudah Wajib
Pajak dalam mengakses layanan serta informasi perpajakan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun  Tahun Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Data Data Data Data 105,37
Efektivitas Penyuluhan tidak tidak tidak tidak

tersedia tersedia tersedia tersedia

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi pada capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas
Penyuluhan pada tahun 2024 sebesar 105,37 tidak dapat dibandingkan dengan
beberapa tahun sebelumnya dikarenakan IKU ini tidak terdapat pada 4 tahun

sebelumya.
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian Indeks
kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan melebihi target yang telah

ditentukan, antara lain:

o Memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
tujuan untuk memastikan setiap wajib pajak mendapatkan pelayanan yang adil,
tepat, dan memuaskan. Adanya evaluasi berkala terhadap proses pelayanan

juga memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan terus ditingkatkan.

¢ Menyebarkan informasi secara masif dan terencana melalui media cetak dan
media sosial Dengan memanfaatkan berbagai platform media cetak seperti
brosur, majalah, dan leaflet, serta media sosial seperti Facebook, Instagram, dan
Twitter, agar berbagai informasi penting terkait perpajakan dapat diketahui oleh
masyarakat luas. Penyebaran informasi secara berkala dan terstruktur ini
memastikan bahwa informasi terbaru dan penting selalu dapat diakses oleh waijib

pajak.

e Penyuluhan tatap muka secara langsung dilakukan agar interaksi dan komunikasi

dua arah antara petugas pajak dan wajib pajak berjalan dengan baik. Melalui
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4)

metode ini, wajib pajak dapat langsung menyampaikan pertanyaan atau kendala
yang dihadapi, dan petugas pajak dapat memberikan penjelasan yang mendalam

dan solutif.

Melakukan penyuluhan secara daring dengan memanfaatkan media sosial
(misalnya: podcast) Pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam
penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Madya Malang. Dengan metode daring
seperti podcast atau webinar, penyuluhan dapat dilakukan lebih fleksibel dan
menjangkau wajib pajak yang lebih luas. Materi penyuluhan juga dapat diakses
kapan saja oleh wajib pajak, sehingga lebih efisien dan efektif dalam

meningkatkan pengetahuan perpajakan.
Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut berbagai rencana aksi untuk mendukung tercapainya capaian Indeks

kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan periode tahun 2025:

e KPP Madya Malang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang
terbaik dan terpercaya kepada semua Wajib Pajak. Pelayanan diberikan
dengan berlandaskan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk
memastikan keadilan dan kesesuaian layanan. Seluruh pegawai KPP Madya
Malang selalu siap membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan keluhan
dan permasalahan dengan profesional dan ramah, sehingga tercipta
hubungan yang baik antara petugas dan Wajib Pajak.

e Terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang
telah diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak. Proses ini dilakukan
secara berkesinambungan untuk memastikan setiap layanan yang diberikan
selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan mengidentifikasi area
yang perlu perbaikan dan menerapkan umpan balik dari Wajib Pajak, KPP
Madya Malang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

secara signifikan.
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Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 90% | 90% | 90% 90% 90% 90% 90%
Realisasi| 120% | 120% | 120% | 111,45% | 111,15% | 120,00% | 120,00%
Capaian |120,00(120,00|120,00( 120,00 120,00 120 120

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan

terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang

terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan
di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Formula IKU

Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa Wajib
Pajak Strategis

(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti x 40%) +
(Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 X 30%) +
(Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%)

Persentase Daftar
Nominatif STP yang
Ditindaklanjuti

( Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

) x100%

Persentase Penelitian
Kenaikan Angsuran PPh
Pasal 25

Kuantitas Penelitian

Kualitas Penelitian

1

(Kuantitas Penelitian x40%) + (Kualitas Penelitian x 60%)

Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian

(Iumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian,

Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran

(

Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan

) x100%

) x 100%

Persentase Tindak Lanjut
Data Perpajakan Tahun
Berjalan

(Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian x 40%)

Kuantitas Penelitian

< Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan

) x 100%

Kualitas Penelitian

(]umlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan
Target angka LHP2DK Tahun Berjalan

)xlOO%
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Realisasi IKU

Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis Pengujian
Kepatuhan Material yang Efektif sebesar 120% dari target 90%. IKU ini memiliki
beberapa komponen yang harus dilakukan, komponen pertama adalah
penerbitan STP, dari target daftar nominatif STP sebanyak 2.487 STP dapat
merealisasikan sebanyak 3.852 STP. Komponen kedua adalah tindak lanjut
data perpajakan, dari target secara kuantitas 109 data dapat direalisasikan
sebanyak 139 penelitian dan dari target secara kualitas 109 data dapat
direalisasikan sebanyak 537 penelitian. Dan komponen ketiga adalah realisasi
dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, dari target secara kuantitas sebanyak 72
dapat direalisasikan sebanyak 113 dan dari target secara kualitas sebanyak 60

dapat direalisasikan sebanyak 98.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun  Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Data 120 118,68 120 120
Masa WP Strategis tidak
tersedia

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

pada tahun 2024 masih stabil di angka 120, sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan tingginya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis melebihi target yang

telah ditentukan, antara lain:

e Menerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi Wajib Pajak (WP) yang

melakukan keterlambatan setoran pajak.
e Penelitian Data Pemicu dan Data Penguji melalui LHPt.

e Penelitian Data Dinamisasi PPh Pasal 25.
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4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Berikut berbagai rencana aksi untuk mendukung tercapainya capaian

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis periode tahun 2025
e Tindak lanjut STP baik Dafnom pada Approweb maupun selain Dafnom
o Tindak lanjut data pemicu tahun berjalan pada Approweb

e Tindak lanjut data Dinamisasi PPh Pasal 25

Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau

Keterangan WP Strategis

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 10% 40% 40% 75% 75% 100% 100%

Realisasi | 10,00% | 33,54% | 33,54% | 70,19% | 70,19% |120,00% | 120%

Capaian 100 83,84 | 83,84 93,58 93,58 120 120

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 22 Januari 2025
Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Waijib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.
Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan
salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas
data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt),
penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak
Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas
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Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen: Komponen
Penelitian (40%) & Komponen Tindak Lanjut (60%)

Formula IKU

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan
atas data dan/atau =
keterangan Wajib Pajak
Strategis

(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Maksimal 120%

Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 X
apaand Ple;lgiz)lan L Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis 100%
Maksimal 120%
Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis X
Capaian Tindak Lanjut 5 . , 100%
(Maks. 120%) Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%
Realisasi IKU

Dari target 100% Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dapat merealisasikan
sebesar 120%, capaian tersebut ditunjang oleh kegiatan pengawasan yang
efektif dan efisien dan tingginya keahlian pegawai Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang dalam meneliti LHPt yang ditargetkan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase penyelesaian permintaan Data 120 120 120 120
penjelasan atas data dan/atau tidak
keterangan WP Strategis tersedia

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP tanggal 22 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan WP Strategis pada tahun 2024 masih stabil di angka 120,
sama seperti 3 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingginya kesadaran dan

kepatuhan Wajib Pajak..
3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Malang agar capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
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